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“Suatu

Undang Undang
HMukum Acara
Pidana haruslah
pada hakikatnya
dilihat sehagai
suatu ‘constitutic
in miniatuur’ atau
‘undang undang
dasar mini’." Demi
kian pernvataan
legenda advokat
Indonesia, Yap
Thiam Hien,
schagai tanggapan
terhadap
penetapan Ketua
Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, |
Desember 1979).

enurut advokat Adnan
Mlmyunp, Nasution da-
am huku Yap Thiem

Hien Pejeang HAM yang di-
sunting Todung Mulya Lubis
dan Aristides Katoppo, pan-
it sulit dilepaskan
daan 28 dari 146
Pasal UUD Sementara Tahun
1950 yang waktu itu dinilainya
lehih memberikan jaminan pe-
menuhan hak-hak warga ne-
gara dalam proses hukum.

Dua tahun sejak pernyataan
Yap, Indonesia memiliki Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-un-
dang Hukum  Acara Pidana
(KUHAP) yang dulu pernal di-
anggap sebagal musterpiece un-
tuk menggantikan Het  Her-
ziene  [nlandsch  Reglement
(HIR) peninggalan  Belanda,
Ironisnya, KUHAP kini justru
dianggap telah usang,

Dalam opini di Kompas, 18
Desember 2024, penulis me-
ngemukakan satir atas tidik
kunjung rampungiya Rancing-
an KUHAP (RKUHAP) yang co-
Tadiisi kekogongannya oleh se-

Menuju Pembaruan KUHAP

Jumlah “peraturan lembaga” di
bawah UU yang terbilang prog-
resif, padahal Konstitusi Pasal
24 A Ayal § UUD 1945 me-
nentukan hukum acara hanya
boleh diatur dalam peraturan

setingkat UL
RKUHAP  yang  lerhenti
pembahasannya sejak 2012 di-

sinyalir karena Kuatnya ta-
rik-menarik kewenangan apa-
rat penegak hukum (APH),
yang dimulai dari penyidikan
sehagai pintu gerbang sistem
peradilan pidana. Kini pemba-
hasan RKULAP diambil alih
DPR, dengan harapan hisa me-
rajut kewenangan setiap APH
menuju pembaruan KUTHAR

Melaksanakan KUHP baru

Tkhtiar hangsa Indonesia un-
tuk memiliki hukum pidana
dan sistem pemidanaan mo-
demn yang baru akhirnya ter-
capai dengan hadimya Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 lentang  Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidina
(KUHP Baru) yang saat ini ma-
sl dalam proses transisi dan
akan berlakn  efektif pada
2026,

Tiengan menawarkan sekitar
17 keunggulan, KUHP baru ter-
nyata tidak Juput dani keku-
rangan substansi - dan kekeli-
ruan leknis. Meski demikian,
substansi KUHP haru tetap la-
yak diapre sehagai_ restil-
tante nasional dalam mengha-
dirkan asas keseimbangan da-
Lam hukum pidana modern un-
tuk  mewujudkan  keadilan
korektif, keadilan rehabilitatif,

atif.

ti tentunya sangat membutuh-
kan dukungan dari KUHAT se-

fam peradilan (Pasal 3),

Kedua, mekanisme hukum
acara bagi korporasi - sehagai
subyek tindak pidana, yang kini
dimungkinkan pertanggungja-
wabannya, bukan hanya untuk
tindak pidana khusus dan tin-
dak pidana ekonomi, melainkan
Juga tindak pidana umum (Pa-
sal 45-50).

Ketiga, pengaturan  model
putusan pengampunan oleh ha-
kim: (rechterdighe fueécial par
don, Pasal 54 Ayat 2).

Keempat, prosedur gugurnya

bagai hukum prosedural Pe-
nulis mencatat ada sejumlah
ketentuan Buku Kesatu KUHP
Baru yang tidak akan maksimal
penerapannya tanpa pembaru-
an KUHAR

Pertama, penerapan keten-
tuan peralihan (hukum- tran-
sitolr), baik seeara maleri
maupun formil, karena terja-
dinva perubahan undang-un-
dang setelah tindak pidana ter-
Jadi dan perkaranya masih da-

1t Khu-
susnya karena ada penyelesaian
dilwar peradilan (Pasal 132 Ayat
1 Hurtl g). Kelima, pengeja-
wantahan spirit keadilan res-
toratif yang secara implisit ter-
cantum dalam Pasal 2.
Pasal 54 Ayal 1 & 2 Pasal 70
Ayat 1, dan Pasal 132 Ayat 1
Huruf g KUHP Baru,

Isu Rancangan KUHAP
Jika perdebatan dalam pem-

1t Aries
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barwan KUHP lehih banyak ter-
jadi di akar rumpat masyarakat
(grassroofs), pembaruan KUH-
AP Justrtt terjodi- antarkewe-
nangan APH.

Dengan sejumlah bedeid yang
sudah telanjur berlaku pada UU
sektoral masing-maging, tentu-
nya tidak mudah untuk me-
revisi total KUHAT

Penulis mencatat beberapa
isu krusill dalam REKUHAD
Pertama, hakim pemeriksa pen-
dahuluan (HPP) yang berasal
dari kansep judicial scrutiny, di
mana hakin yang diberikan we-
wenang menilal jalannya pe-
nyidikan dan penuntutan de-
ngan kewenangan yang begitu
hesar untuk menggantikan pra-
eradilan,

Model HPP yang awalnya
Dernama hakim komi
lam Reglement op de
vocrdering ini pernah ditentang
okl legenda advokal Adnan
Buyung Nasution. Alasannya,
nasih tersangka akan

digantungkan sepenuhnya pada
“belas kasthan hakam” dan "ter-
futupnya” forum sidang atas
keberatan yang ditujukan ter-
hadap hakim komisaris serta
konsekuensi dirombaknya se-
luruh UU terkait sistem per-
adilan pidana

Penulis mencermali dalam
RKUHAP versi terakhir yang
sempal  beredar, pengaturan
HPP jelas berbeda dengan mo-
del hakim komisaris,

Dengan demikian, seharus-
nya tidak perlu jauh berbeda
pengaluraniya dengan praper-
adilan sebagai jelmaan habeas
corpus (forum terbuka meng-
adukan pelanggaran HAM da-
lam proses peradilan pidana).

Tentunya dengan kewenang-
an yang lebih diperluas seba-
gaimana beberapa putusan MK
terkail

Sebaliknya, jika mencermati
model hakim komisaris dalam
usulan RKUHAP versi m;
rakat sipil. modelnya justru

mengikuli pengaturan di ltalia
vaitu Grudice per le mdagini
preliminary yang mengawasi jo-
lannya penyidikan dan penun-
tutan secara aktif,

Termasuk berwenang mem-
beri perselujuan setiap upaya
paksa, yaitu penangkapan, pe-
nahanan, penggeledahan, peng-
ambilan sampel tubuh, peng-
geledahan  sistem  elektronik
penyitaan, dan penyadapan,

Penulis memiliki pandangan
berbeda dengan usulan tersebut
karena kalaupun imvestigating
Judge dipandang “pali
process, usulan itu senyatanys
Lidak cocok diterapkan di In-
donesia karena hanya akan me-
musatkan  kewenangan - yang
amal besar pada seorang hakim
komisaris, tanpa pengawasan
Jain sehingga berpotensi lerja
penyalahgunaan  kekuasaan
(abuise of power).

Jikalau kewenangan hakim
komisaris sejak awal penyidik-
an dan penuntutan telh meng-
ambil "fungsi eksekutif”, tidak
akan ada artinya lagi bagi pen-
cari keadilan mempersoalkan
terlanggarnya HAM tersangka,
yang sejak awal sudah bergan-
persetujuan ha-

Yang menerima permo-
homan upaya paksa dari pe-
nyidik.

Apulag, secara geografis, de-
ngan adanya 347 pengadilan
negeri, di mana hakim komi-
saris bertugas, tentu hakim ko-
misaris akan kewalahan meng-
hadapi banyaknya keberatan
vang diajukan atas setiap izin
upaya piksa yang dimohonkan
penyidik ke penuntut umum,
termasuk beratnya proses le-
gislasi untuk mengubah hanyak
UU sektoral terkait.

Kedua, mengenai pembuk-
tian meski tersangka terdakwa
Lidak diwajibkan menanggung
heban pembuktian, KUHAT ha-
rus memaksimalkan model ad-
versirial dengan pembuktian
Dberimbang yang mengoptimal-
kan fungsi advokat sesuai pos-
tulat aetord incumbit onus pro-
bandi, reus excipiendo fit actor:

Termasuk tidak boleh digu-
nakannya bukti yang diperoleh

secara tidak sah Gllegally ob-
lained evicence) serta hak ter-
sangka/terdakwa  mengakses
barang bukti seluas-luasnya.
Ketiga, meng
peradilan koneksitas dari RKU-
HAD versi 2012 dengan alasan
“keinginan adanya penundukan
militer ke dalam KUHP. kecuali
KUHP Militer menentukan la-
in”, jelas berpotensi melanggar
konstitusi dan menjauhkan dari
tujuan pemidanaan bagi militer
sehagaimana yang sudah tepat
diatur dalam KUHAP dan UT
Peradilan Militer saal ini.

Keseimbangan
dan kelayakan

Tdealnya, pembaruan
KUHAP ke depan perlu men-
i litik keseimbangan antara
model pengendalian kefahatan
(crime control model) yang ber-
cirfkan "keeepatan” dan proses
hukum yang adil (due process of
law) yang bercirikan perlin-
dungan hak-hak individu me-
lalui absolutisme hukum acara

Dengan kata lain, pembaruan
KUHAP perlu disesuatkan se-
cana gradua i dengan ke-
butuhan masyarakat, keadaan
sosial, budaya hukum, desain
ketatanegaraan, dan termasuk
faktor geogralis Indonesia yang
Jelas tidak bisa disandingkan

yang s
ukur perbandingan.

Pembaruan KUHAP juga ha-
rus dilakukan dengan menang-
galkan ego sekloral untarlem-
biaga APT karena mau tidak
mau RKUHAP harus selesai
pembahasannya pada 2025 gu-
na mendukung  pelaksanaan
KUHP barw.

Tharat  sebuah  miniatur
konstitusi, kelayakan dari pem-
baruan KUHAP perlu dilihat
bukan hanya dani perubahan
yang drastis, melainkan juga
apakah peruhahan tersebut da-
pal memperbaiki kualites pe-
negakan hukum pidana yang
stabil dan feasible Karema ha-
kikat KUHAP tidak hanya un-
tuk memproses peliku kejahat-
an, letapi juga mencegah pe-
nyalshgunaan  kewenangan

APH.
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